BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia melalui UU No. 27
Tahun 2022 (UU PDP) memiliki karakter yang komprehensif karena
menjangkau sektor publik dan privat, serta mengadopsi hak-hak modern
seperti portabilitas data dan perlindungan dari profilasi otomatis sesuai
standar global. Sebaliknya, PDPA 2010 Malaysia (Akta 709) memiliki
karakter yang lebih spesifik pada sektor komersial dengan struktur
otoritas yang sangat mapan, di mana kekuasaan eksekutif Malaysia
memfokuskan perlindungan pada integritas pasar digital melalui sistem
pendaftaran pengguna data dan pengawasan ketat oleh Komisioner yang
didukung oleh institusi spesialis seperti Tribunal Banding.

2. Perbandingan antara kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa
masing-masing negara memiliki keunggulan kompetitif. Indonesia
unggul dalam hal pengakuan hak subjek data yang progresif dan
cakupan hukum yang luas, namun masih memiliki kelemahan pada
aspek kemandirian anggaran dan ketiadaan lembaga banding khusus. Di
sisi lain, Malaysia memiliki keunggulan dalam kemandirian finansial
melalui Personal Data Protection Fund (Seksyen 61) dan kepastian
hukum dalam penyelesaian sengketa melalui Tribunal Rayuan (Seksyen

83), meskipun memiliki kekurangan fundamental pada pengecualian
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sektor publik dari jangkauan undang-undang serta belum diaturnya hak

portabilitas data bagi warganya.

B. Saran
Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu serta
kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan:

1. Penulis menulis menyarankan agar pemerintah perlu untuk
mempercepat pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data
Pribadi yang independen dan otoritatif guna menjawab keresahan
masyarakat terkait seringnya insiden kebocoran data. Lembaga ini
harus dibekali dengan wewenang investigasi yang kuat dan responsif
agar posisi tawar subjek data tidak lagi lemah saat berhadapan dengan
pengendali data berskala besar, baik di sektor publik maupun privat.

2. Penulis juga menyarahkan kepada pemerintah Indonesia terkhusus pada
aspek pengembangan regulasi di Indonesia agar mengadopsi
mekanisme dana mandiri dan lembaga banding spesialis (Tribunal)
seperti yang diterapkan dalam sistem Malaysia. Hal ini krusial untuk
mengatasi hambatan birokrasi dan anggaran yang sering menjadi
kendala di Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran
hak pribadi dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan
memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi subjek data yang

dirugikan.
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